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ABSTRAK

Ada tiga penyebab perhitungan subsidi yang diperkirakan menjadi tidak transparan dan akuntabel: (i)
belum ditetapkannya komponen biaya yang dapat diperhitungkan (allowable cost) dan tidak dapat
diperhitungkan (non allowable cost) dalam subsidi KA, (ii) belum ditetapkannya besaran biaya penggunaan
prasarana perkeretaapian (TAC) oleh KA kelas ekonomi, dan (iii) belum diperkenankannya KRL AC
memperoleh subsidi. Padahal, penumpang angkutan kereta api semakin hari semakin meningkat karena
angkutan ini mampu mengangkut penumpang secara masal dan tidak terkena macet. Dukungan yang
diberikan Pemerintah belum mampu menentukan siapa sebenarnya penumpang yang berhak menerima
subsidi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan besaran TAC menjadi faktor penting
dalam perhitungan PSO kereta api kelas ekonomi. Selanjutnya, regulasi yang mengatur biaya yang dapat
diperhitungkan dan tidak dapat diperhitungkan segera diterbitkan pada tahun 2013. Hal lainnya yang
menjadi perhatian adalah sudah waktunya Pemerintah meniadakan KRL kelas ekonomi yang panas, gelap,
bau dan jorok. Pemberian subsidi dialihkan ke KRL AC.
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ABSTRACT

There are three causes of the calculation of the subsidy is estimated to be non-transparent and accountable: (1) enact-
ment yet allowable cost and non-allowable costs in subsidies railways, (ii) the amount of the adoption fee not use track
access charge railway infrastructure (TAC) by railways economy class, and (iit) not permitted to obtain subsidized AC
electric trains (KRL). In fact, passenger rail is increasingly rising as transport is capable of carrying passengers en
masse and not affected by traffic jams. The support given by the Government has been unable to determine who the
passengers are eligible to receive subsidies. The results of this study indicate that the determination of the amount of the
TAC is an important factor in the calculation of economic class trains PSO. Furthermore, regulations governing the
fees that can be counted and can not be accounted for soon to be published in 2013. Another matter of concern is it time
the Government abolish the economic class KRL hot, dark, smelly and dirty. Providing subsidies transferred to KRL
AL,
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PENDAHULUAN

Sejak diluncurkannya Peraturan Presiden (Perpres)
nomor 53 tahun 2012 mengenai kewajiban pelayanan
publik (public service obligation/PSO) dan subsidi
angkutan perintis bidang perkeretaapian, biaya
penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara,
serta perawatan dan pengoperasian perkeretaapian
milik negara telah mendorong terciptanya
penyelenggaraan keuangan negara yaitu PSO
perkeretaapian yang transparan dan akuntabel.
Regulasi tersebut merupakan inisiatif dari seluruh
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pihak terkait untuk menyelesaikan masalah-
masalah yang terjadi selama ini.

Selanjutnya, Kementerian/Lembaga terkait yang
memiliki tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan
amanat Presiden melakukan dan menerbitkan
peraturan pelaksanaan terutama PSO atau
pemberian subsidi angkutan kereta api (KA) kelas
ekonomi. Diharapkan pada tahun 2013, perhitungan
subsidi kereta api kelas ekonomi telah mengikuti
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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Namun, saat disampaikannya nota keuangan dan
rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara
(RAPBN) 2013 pada tanggal 16 Agustus 2012 dan
sampai diputuskan menjadi APBN akhir Oktober
2012, perhitungan subsidi (PSO) kereta api sebesar
Rp. 804,78 miliar belum menggunakan Perpres yang
dikemukakan di atas. Alhasil, cara dan metode
perhitungan subsidi KA 2013 masih mengacu
kepada surat keputusan bersama 3 menteri tahun
1999 mengenai Pembiayaan Atas Pelayanan Umum
Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi,
Pembiayaan atas Perawatan dan Pengoperasian
Prasarana Kereta Api, serta Biaya atas Penggunaan
Prasarana Kereta Api.

Hal yang menarik dari kesepakatan Pemerintah
dengan DPR terhadap belanja subsidi atau PSO
Perkeretaapian justru turun sebesar Rp100 miliar
dibandingkan usulan yang disampaikan oleh
Pemerintah. Selain itu, terdapat catatan-catatan yang
selama ini menjadi pokok permasalahan
perhitungan subsidi atau PSO Perkeretaapian.
Adapun catatan yang diberikan oleh Badan
Anggaran DPR adalah perubahan parameter dan
besaran PSO PT KAI akan dibahas oleh Komisi
terkait.

Metode perhitungan yang disampaikan dalam
RAPBN 2013 dan telah ditetapkan menjadi APBN
2013 kemungkinan besar memunculkan perdebatan
dalam pencairan dan pertanggungjawabannya.
Badan Pemeriksa Keuangan selaku auditor yang
ditugaskan untuk memeriksa laporan keuangan
PSO akan menemukan kekurangan dan kesalahan
dalam menentukan besaran subsidi yang sesuai
dengan kebutuhannya. Besarnya pagu PSO KAI
menjadi Rp704,8 miliar menjadi sulit untuk
dipertanggungjawabkan. Akibat metode
perhitungan yang belum transparan dan akuntabel,
maka perubahan parameter dan besaran PSO KAI
menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan
angkutan KA khususnya KA ekonomi.

Dampak yang dirasakan sampai saat ini (30 April
2013) adalah belum terbitnya daftar isian
pelaksanaan anggaran (DIPA) PSO Perkeretaapian
dan kontrak antara Pemerintah (Direktorat Jenderal
Perkeretaapian) dengan PT KAI tentang
penyelenggaraan angkutan penumpang kereta api
di Indonesia khususnya kelas ekonomi.

Permasalahan lainnya adalah semakin
meningkatnya pengguna kereta rel listrik (KRL) oleh
masyarakat komuter Jabodetabek. Dalam
praktiknya, terdapat dua jenis KRL di Jabodetabek
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yaitu KRL kelas ekonomi yang diberikan subsidi
(PSO) dan KRL dengan pendingin udara (air condi-
tioner) yang dikenal KRL AC dengan harga
keekonomian atau non PSO. Kedua jenis KRL
tersebut menjadi salah satu profit center PT KAL
Namun, tiket KRL kelas ekonomi berbeda jauh
dengan tiket KRL AC. Rata-rata tiket KRL kelas
ekonomi adalah Rp2.000 sekali jalan, sedangkan KRL
AC adalah rata-rata Rp8.000 sekali jalan. Tingginya
perbedaan harga kedua jenis KRL tersebut,
mengakibatkan membludaknya penumpang KRL
ekonomi terutama pada jam-jam sibuk (peak hour
atau rush hour). Padahal, kondisi beberapa sarana
gerbong KRL ekonomi tidak layak untuk
dioperasikan.

Ketimpangan harga tiket KRL juga menimbulkan
kerawanan kebocoran subsidi terutama target
sasarannya. PSO KRL belum mampu membedakan
penumpang yang berhak memperoleh subsidi dan
tidak memperoleh subsidi. Penumpang yang
mampu diperkenankan membeli tiket KRL ekonomi
sepanjang mau berdesak-desakan dan kepanasan.
Dalam kenyataannya, penumpang seringkali
memanfaatkan kelemahan sistem tiket dengan
membeli tiket KRL ekonomi, tetapi naik KRL AC.
Dengan demikian, penumpang tersebut membayar
tiket dengan harga subsidi, tetapi memperoleh
layanan yang memuaskan. Sistem tiket manual dan
tidak sterilnya stasiun juga ikut menyebabkan
penumpang yang tidak berhak dan pedagang ilegal
bebas berkeliaran di stasiun dan kereta. Hal inilah
yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dalam
menggunakan KRL PSO dan non PSO.

Berkaitan dengan yang dikemukakan di atas,
beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam
perhitungan subsidi KA sampai penulisan makalah
ini, antara lain: (i) belum ditetapkannya metode
perhitungan subsidi (PSO) KA kelas ekonomi
sebagai pijakan utama penyusunan besaran subsidi,
(ii) belum ditetapkannya besaran biaya penggunaan
prasarana perkeretaapian (frack access charge/ TAC)
terhadap KA kelas ekonomi, dan (iii) bolehkah KRL
AC diberikan subsidi?. Rumusan masalah dalam
artikel ini adalah bagaimana mewujudkan metode
perhitungan subsidi (PSO) KA sesuai dengan amanat
Perpres 53 tahun 2012. Tujuan dari penulisan artikel
ini adalah menganalisis komponen biaya dan
memformulasikan biaya pokok penyediaan (BPP)
PSO KA kelas ekonomi. Hasil perhitungan
diharapkan sebagai bahan masukan dalam
penentuan perhitungan subsidi KA untuk APBN
Perubahan 2013.
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TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Agunan dan Didik (2004) tingginya
perbedaan harga barang dan jasa yang dijual ke
pasar menyebabkan Pemerintah campur tangan
melalui subsidi. Subsidi adalah transfer dana dari
Pemerintah ke target sasaran biasanya masyarakat
yang membutuhkan yaitu produsen dan konsumen.
PSO (DJA, Kemenkeu, 2007) adalah biaya yang harus
dikeluarkan oleh negara akibat disparitas/
perbedaan harga pokok penjualan BUMN/swasta
dengan harga atas produk/jasa tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk/
jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian
besar masyarakat (publik). PSO dan subsidi adalah
memiliki tujuan untuk meringankan beban
masyarakat.

Agunan (2011), selama ini, pemberian Subsidi (PSO)
yang diberikan kepada penumpang KA kelas
ekonomi melalui PT KAl sering merugikan PT KAL
Hal tersebut terbukti dari terlambatnya kontrak PSO
yang baru dilaksanakan pertengahan triwulan
kedua. Hal ini kerap berlangsung sejak PSO
diberikan tahun 1999 dan terulang pada tahun 2012
serta kemungkinan terulang lagi pada tahun 2013.

Pembiayaan PSO KA kelas ekonomi dimulai dari
surat keputusan bersama tiga Menteri yaitu Menteri
Perhubungan, Menteri Keuangan dan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 1999.
Selanjutnya, surat keputusan bersama dijabarkan
mengenai metode perhitungan dan penyusunan
PSO KA kelas ekonomi melalui keputusan bersama
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur
Jenderal Anggaran dan Deputi Kepala Bappenas
Bidang Prasarana.

Metode perhitungan dan penyusunan PSO KA kelas
ekonomi berdasarkan kriteria dan tolok ukur yang
ditetapkan antara lain: tingkat okupansi sebesar 90
persen, penyusutan sarana, pemeliharaan sarana,
pelumas, penggunaan BBM, biaya pegawai, biaya
penggunaan prasarana (TAC), biaya stasiun, dan
biaya umum.

Selanjutnya, metode perhitungan PSO KA kelas
ekonomi di atas telah disempurnakan dengan
Peraturan Menteri Perhubungan (KM) nomor 38
tahun 2010. Adapun komponen biaya dan formulasi
perhitungan PSO sebagai berikut: (i) Modal
(penyusutan aset sarana, bunga modal dan sewa),
(ii) Biaya operasi (biaya langsung tetap, biaya
langsung tidak tetap, biaya tidak langsung tetap dan
biaya tidak langsung tidak tetap), (iii) Biaya
perawatan sarana, (iv) Keuntungan, dan (v) Tarif.
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Biaya langsung tetap diperoleh dari biaya pegawai
awak sarana KA, biaya penggunaan prasarana KA
dan asuransi.

Biaya langsung tidak tetap terdiri dari penggunaan
BBM, listrik aliran atas, air bersih, on train cleaning, cucian
sarana harian-bulanan-salonisasi, penggunaan
pelumas, dan tunjangan kerja operasional awak sarana
KA. Biaya pegawai non awak KA merupakan biaya
pegawai non awak KA, tunjangan kerja operasional,
biaya penyusutan prasarana milik PT KAL Biaya tidak
langsung tidak tetap adalah biaya pemasaran, biaya
penelitian dan pengembangan, biaya pengembangan
SDM. Tingkat okupansi yang digunakan dalam
perhitungan PSO berdasarkan KM 38 tahun 2010
adalah 70 persen.

Tidak sampai satu tahun, KM 38 tahun 2010
dilakukan revisi terhadap beberapa hal yang terkait
dengan komponen perhitungan biaya PSO.
Peraturan Menteri (PM) nomor 34 tahun 2011
menambahkan margin yang ditetapkan atas jasa
angkutan kereta api kelas ekonomi sebesar 8 persen.
PM 34 tahun 2011 tidak melakukan perubahan
mendasar terhadap komponen biaya. Adapun
komponen biaya yang dihitung dalam penyusunan
PSO menjadi ringkas yaitu: (i) Modal, (ii) Biaya
operasi, (iii) Biaya perawatan, (iv) Keuntungan dan
(v) Tarif. Perbedaan yang mencolok adalah
perhitungan tarif dasar. Tarif dasar yang dikenakan
pada KM 38 tahun 2010 adalah ((100 persen +
keuntungan) x biaya pokok)) x indeks konversi : load
factor x kapasitas x jarak tempuh, sedangkan PM 34
tahun 2011 tarif dasar diperoleh dari adalah (100
persen + keuntungan) x biaya pokok : load factor x
kapasitas x jarak tempuh.

Indeks konversi adalah tingkat besaran biaya pokok
berdasarkan kelas pelayanan. Biaya pokok adalah
penjumlahan dari modal, biaya operasi dan biaya
perawatan/ perbaikan. Untuk ketigakalinya regulasi
yang mengatur komponen biaya dan tarif untuk
perhitungan PSO mengalami perubahan melalui
Peraturan Menteri Perhubungan nomor 28 tahun
2012. Komponen biaya dan formulasi perhitungan
PSO KA berdasarkan PM nomor 28 tahun 2012
adalah sebagai berikut: (i) Modal, (ii) Biaya Operasi,
(iii) Biaya Perawatan Sarana, (iv) Keuntungan dan
(v) Tarif. Modal diperhitungkan dari (i) penyusutan
aset tetap sarana perkeretaapian, (ii) bunga modal,
dan (iii) sewa guna usaha.

Perubahan yang dilakukan dalam PM 28 tahun 2012
adalah tingkat okupansi yang sebelumnya
diperhitungkan 70 persen untuk KA kelas ekonomi
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naik menjadi 90 persen. Dalam metodologi akan
dijelaskan komponen biaya dan metode perhitungan
untuk PSO KA kelas ekonomi berdasarkan
peraturan terkini.

Dalam perhitungan PSO KA kelas ekonomi, biaya
operasi merupakan komponen biaya yang paling
banyak diperhitungkan yaitu (i) biaya langsung
tetap, (ii) biaya langsung tidak tetap, (iii) biaya tidak
langsung tetap, dan (iv) biaya tidak langsung tidak
tetap. Biaya perawatan sarana antara lain kereta,
kereta rel listrik (KRL), lokomotif/kereta rel diesel
(KRD), rumus lok dan rumus genset. Sedangkan tarif
adalah tarif dasar dan tarif jarak. Pada saat PSO KA
2013 diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
parameter biaya pokok produksi (BPP) yang
digunakan Kementerian Perhubungan dapat dilihat
pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Parameter Perhitungan BPP Perkeretaapian

No. Hemen Biaya

Tormulasi Perhitungan

A | BiayaOperasi Largsung

Standar Pemakaian per Jenis Sarana

1. BBM 00074 liter / GTKM
* Lokonotif 25 liter / kan
= KRD 05 kWh / GTKM
= KRL({LAA)
2 Pelumas 0062 liter / km
3. Awak KA Awak KA x Jam Orang x Tarif per Jam

Crang

4. Perawatan Sarana
* Lokonotif / KRD / KRL
* Kereta

Perhihmgan sesuai dengan Permenhub
romoe PM 28 talun 2012, 14 Agustus
2012

5. Perwusutan Sarana
* Lokomotif / KRD / KRL
* Kereta

Historical Gost
Unur Ekonamis 30 Tahun
Ui Bhonamis 30 Tahun

B | BiayaOperas Tidak Langsurg
1. Biaya TAC
2 Biaya Stesiun, Non Awak KA,

TAC per GTKM x GTKM
Biaya per KM-KA x KMKA

Biaya Unruim

Tabel 2. PSO KA Tahun 2013

Agunan (2012), bila KRL AC diberikan subsidi oleh
Pemerintah, dampaknya positif terhadap penurunan
subsidi BBM. Adapun penurunan subsidi BBM
akibat KRL AC disubsidi adalah Rp453 miliar tahun
2013. Penurunan ini disebabkan adanya peralihan
penggunaan kendaraan bermotor baik roda dua
maupun roda empat ke angkutan KRL AC. Namun,
pemberian subsidi pada KRL AC harus dibarengi
dengan kenyamanan, keamanan dan keselamatan
sarananya.

METODOLOGI

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya,
perhitungan tarif angkutan KA kelas ekonomi
diperoleh dari perhitungan modal, biaya operasi,
biaya perawatan dan keuntungan. Berdasarkan
perhitungan tersebut akan diperoleh besaran tarif
dasar dan tarif jarak sesuai dengan relasi yang
ditetapkan oleh PT KAI. Tarif yang diusulkan PT
KAI merupakan tarif keekonomian. Tarif yang
ditentukan oleh PT KAI selanjutnya diusulkan ke
Pemerintah untuk dapat ditetapkan tarif yang
terjangkau oleh masyarakat. Dengan demikian,
selisih antara tarif yang diusulkan PT KAI dengan
tarif yang ditetapkan Pemerintah menjadi bantuan
Pemerintah atau subsidi. Secara sederhana metode
perhitungan subsidi KA kelas ekonomi adalah
Subsidi = tarif - tarif, |

tarif = tarif yang ditetapkan Pemerintah
tarif = tarif yang diusulkan oleh PT KAI (BPP +
margin)

BPP = biaya pokok penjualan (rp/ penumpang)

No Jarak
(KM)

Tarif
Dasar

Frekuensi
Per
Tahun

Nama Relasi

KA

Trip

Tarif
Keekonomian

Selisih
T arif

Jml
Penumpang

Jml
PSO

Tarif Yang
Ditetapkan
Pem erintah

) (2) (3) 4) 6) (6) )

(8) (%) (10) (11) (12)

1. | Jarak
Jauh

2. Jarak
Sedang

3. | Jarak
Dekat

KRD

KRL

6. | KA
Lebaran

Ket.

(5) Tarif dasar =Rp / km, (8) Tarif keekonomian = (4) x (5), (9) Tarif yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan

PM 43 /2012

(10) Selisih tarif = (8) - (9), (12) = (6) x (7) x (10) x (11) x tingkat okupansi 90%

Volume 25, Nomor 4, April 2013

233



Dalam praktiknya, tarif yang diusulkan oleh PT KAI
belum tentu disetujui oleh Pemerintah. Tarif tersebut
akan dievaluasi berdasarkan PM 28 tahun 2012.
Biasanya, tarif yang disetujui oleh Pemerintah lebih
rendah dibandingkan usulan PT KAI. Adapun
struktur biaya biaya PSO KA kelas ekonomi tahun
2013 berdasarkan modifikasi PM 28 tahun 2012 dapat
dilihat pada tabel 2. Besaran subsidi PSO KA kelas
ekonomi diperoleh dari yang ditetapkan Pemerintah
dikurangi tarif keekonomian (usulan PT KAI).

Relasi (trayek) KA jarak jauh antara lain Logawa,
Kertajaya, Brantas dan lain-lain. Relasi KA jarak
sedang antara lain Tawangjaya, Serayu, Kutojaya,
dan lain-lain. Relasi KA jarak dekat antara lain Banten
Ekspres, Cepat Purwakarta, Tumapel, dan lain-lain.
KRD antara lain KRD Kaliagung, Seminung, Seruni
dan lain-lain. Relasi KRL antara lain Jakarta-Bogor,
Jakarta-Depok, Bekasi-Jakarta, Tanah Abang-
Serpong, dan lain-lain.

Tarif keekonomian yang dihitung dalam simulasi
ini merupakan perkalian tarif dasar dengan jarak
masing-masing relasi yang telah ditetapkan. Nilai
tarif dasar diperoleh dari BPP ditambah margin
dibagi kapasitas penumpang dikali jarak tempuh
relasi dikali TAC yang telah ditentukan besarannya.
Selisih tarif dapat diketahui dengan mengurangi tarif
yang ditentukan Pemerintah dengan tarif
keekonomian oleh PT KAI. Adapun tarif yang
ditentukan Pemerintah dapat berubah sesuai dengan
kondisi ekonomi. Sedangkan tarif keekonomian
akan mengalami perubahan setiap tahunnya karena
inflasi, naiknya gaji pegawai, biaya impor dan lain-
lain.

Jumlah PSO (subsidi) masing-masing relasi dapat
diketahui dari perkalian trip dengan frekuensi per
tahun, selisih tarif, jumlah penumpang dalam satu
rangkaian kereta dan tingkat okupansi yang
ditentukan yaitu 90 persen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penyusunan komponen biaya yang
ditetapkan PM 28 tahun 2012 telah menyesuaikan
kondisi perkeretaapian seperti tingkat okupansi
yang sebelumnya 70 persen menjadi 90 persen. Hal
ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin
banyak yang menggunakan moda angkutan kereta
api terutama kereta rel listrik (KRL) di perkotaan
Jabodetabek.

Hal yang menarik ditemukan dalam perhitungan
PSO KA kelas ekonomi adalah Ditjen Perkeretaapian
tidak selalu sama dalam menghitung biaya pokok
penyediaan KA kelas ekonomi seperti yang
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diinginkan PT KA Salah satu masalah yang masih
menggantung dalam penyusunan besaran PSO
adalah penetapan besaran biaya penggunaan
prasarana (TAC) perkeretaapian milik negara.
Sampai saat ini, penentuan besaran tarif TAC belum
memiliki standar yang baku seperti yang telah
dilakukan beberapa negara seperti Jepang dan
Inggris.

Akhirnya, penetapan TAC disamakan (set off)
dengan biaya perawatan prasarana perkeretaapian
(IMO) milik negara. Cara perhitungan TAC seperti
ini sangat merugikan PT KAI. Seolah-olah PT KAI
telah membayar TAC ke Pemerintah dengan
membebankan pada biaya operasi yaitu biaya
langsung tetap untuk penggunaan prasarana KA.
Disisi lain, Pemerintah menitipkan biaya perawatan
prasarana perkeretaapian ke PT KAI sebesar TAC
(set off). Secara riil, tidak terjadi transaksi antara PT
KAI dengan Pemerintah terhadap TAC.

A. Hasil Simulasi 1

Parameter yang digunakan dalam simulasi 1
hampir sama dengan yang digunakan oleh
Kementerian Perhubungan, tetapi ada perbedaan
yang mendasar untuk menetapkan TAC. TAC yang
ditetapkan oleh Kemenhub 2013 sama dengan IMO
yaitu Rp1,71 triliun. Usulan yang disampaikan oleh
Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian
Perhubungan ke Direktorat Jenderal Anggaran,
Kementerian Keuangan tentang biaya perawatan
dan pengoperasian perkeretaapian pada R APBN
P 2013 sebesar Rp1,71 triliun.

Dengan demikian, TAC yang dikenakan saat ini
tidak membedakan KA yang memperoleh subsidi
dan non subsidi. Simulasi 1 memperhitungkan
besaran TAC KA sebesar 10 persen dari pendapatan
usaha PT KAL Pendapatan usaha PT KAl diperoleh
dari pendapatan yang berasal dari penjualan tiket
angkutan penumpang dan jasa angkutan barang.
TAC tersebut dikonversi untuk memudahkan
perhitungan setiap relasi KA yang memperoleh
subsidi dengan koefisien sebesar 0,4328.

Perbedaan kedua adalah perhitungan simulasi 1
telah memasukkan komponen biaya yang tidak
dapat diperhitungkan dalam pemberian subsidi KA
kelas ekonomi. Perbedaan terakhir adalah simulasi
1 telah memasukkan angkutan lebaran 2013. Lebaran
2013 diperkirakan mengalami kondisi yang sama
dengan tahun 2011 dan 2012.

Perhitungan TAC sebesar 10 persen atau koefisien
0,4328 berdasarkan referensi dari beberapa negara
yang menetapkan TAC dengan menggunakan
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faktor pembebanan fixed charges ditambah dengan
variable charge terhadap penggunaan prasarana
perkeretaapian. Norwegia, Swedia dan Belanda
(European Conference of Ministers of Transport, 2005)
yang menetapkan TAC dibawah 10 persen dari
beban IMO.

Adapun biaya-biaya yang termasuk sebagai non al-
lowable cost adalah: (i) Biaya pegawai yaitu biaya
rekreasi, kesenian dan olahraga, (ii) Biaya
pemeliharaan dan suku cadang yaitu pemeliharaan
perumahan karyawan non PSO, pemeliharaan hous-
ing-equipment karyawan non PSO, pemeliharaan
sarana perkeretaapian non PSO, dan pemeliharaan
lingkungan dan pertamanan non stasiun, dan (iii)
Biaya administrasi umum, yaitu biaya majalah dan
koran, biaya bina wilayah, biaya manajemen, biaya
bantuan pemilikan rumah karyawan, biaya kerja
praktik/ magang, biaya keanggotaan perkumpulan,
biaya perayaan, bantuan pembinaan di luar dinas,
bantuan biaya perkawinan dan uang duka, biaya
kerugian piutang, biaya administrasi umum,
penyusutan perumahan karyawan non PSO dan
penyusutan peralatan/inventaris rumah dinas

karyawan non PSO.

Hasil perhitungan simulasi 1 untuk PSO KA kelas
ekonomi jarak jauh sebesar Rp122,86 miliar.
Perhitungan subsidi (PSO) untuk KA jarak jauh
dimasukkan dalam satu kelompok relasi atau lintas
menjadi trip. Total perjalanan KA kelas ekonomi
jarak jauh sebanyak 11 trip setiap hari dengan 22
frekuensi. Subsidi (PSO) untuk KA kelas ekonomi
jarak sedang berdasarkan simulasi 1 sebesar Rp97,48
miliar. Trip KA kelas ekonomi jarak sedang lebih
sedikit dibandingkan trip jarak jauh. Adapun
jumlah trip jarak sedang sebanyak 9 dan 24
frekuensi. Subsidi yang diberikan ke KA kelas
ekonomi jarak dekat tahun 2013 sebesar Rp146,67
miliar dengan total 28 trip dan 99 frekuensi. Subsidi
kereta diesel (KRD) sebesar Rp18,06 miliar untuk 9
trip dan 40 frekuensi.

Subsidi untuk KRL kelas ekonomi relatif rendah
yaitu Rp42,18 miliar dengan 23 trip dan 231
frekuensi. Rendahnya perhitungan subsidi
disebabkan gerbong atau kereta usianya sudah uzur.
Berdasarkan survei lapang, banyak ditemukan KRL
pembuatannya rata-rata dibawah tahun 1980.
Dengan demikian, biaya modal untuk penyusutan
aset tetap sarana perkeretaapian tidak dapat
diperhitungkan dalam subsidi. Adanya peningkatan
frekwensi pada saat hari raya lebaran, maka subsidi
KA kelas ekonomi untuk jarak jauh dan jarak sedang
diperhitungkan sebesar Rp2,07 miliar dengan 7 trip
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dan 14 frekuensi. Secara rinci, hasil perhitungan
simulasi 1 dapat dilihat pada lampiran 1 (tabel 1 -
tabel 6) pada artikel ini.

B. Hasil Simulasi 2

Parameter yang digunakan dalam perhitungan
simulasi 2 hampir sama dengan simulasi 1.
Perbedaan yang mencolok adalah meniadakan KRL
kelas ekonomi untuk dioperasikan di kawasan
Jabodetabek. Fakta lapang menunjukkan KRL kelas
ekonomi jauh dari kenyamanan dan keselamatan.
Hampir semua KRL kelas ekonomi tidak layak
dioperasikan. KRL tersebut selain panas juga gelap,
jorok dan bau. Pintu gerbong sering tidak dapat
ditutup saat KRL berjalan. Selain itu, KRL kelas
ekonomi sering mengalami gangguan seperti mogok
ditengah jalan.

Dalam simulasi ini, KRL yang tersedia adalah KRL
yang memiliki pendingin ruangan (air conditioner) atau
KRL AC. Tarif yang dikenakan adalah tarif
keekonomian atau yang berlaku pada KRL non PSO.
Subsidi tetap diberikan ke seluruh penumpang dengan
men n metode perhitungan berdasarkan PM
28 tahun 2012. Tidak dapat dipungkiri, sistem tiket yang
berlaku saat ini tidak bisa membedakan penumpang
yang disubsidi atau non subsidi. Simulasi 2 dengan
meniadakan KRL kelas ekonomi merupakan langkah
terobosan untuk meningkatkan pelayanan
penumpang yaitu keselamatan dan kenyamanan.

Konsekuensi pemberian subsidi KRL AC adalah
meningkatnya besaran subsidi yang diberikan
kepada penumpang 2013. Namun, hal ini justru akan
menguntungkan Pemerintah dalam beberapa hal.
Manfaat yang diperoleh Pemerintah dengan
semakin banyak pengguna kendaraan bermotor ke
angkutan KRL AC akan mengurangi konsumsi BBM
bersubsidi dan kemacetan lalu lintas.

Hal yang perlu dicermati adalah Undang-undang
nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian dalam
pasal 153 ayat 1 yang menyatakan untuk pelayanan
kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang
ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2)
huruf a lebih rendah daripada tarif yang dihitung
oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
berdasarkan pedoman penetapan tarif yang
ditetapkan oleh Pemerintah, selisihnya menjadi
tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah
Daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik.

Bentuk kewajiban pelayanan publik (PSO) yang
disyaratkan dalam undang-undang adalah
pelayanan angkutan kereta api kelas ekonomi. Hal
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ini disebabkan tarif angkutan kereta api kelas
ekonomi ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun tarif
angkutan kereta api kelas ekonomi yang diterbitkan
terkini adalah Peraturan Menteri nomor 43 tahun
2012 tentang tarif angkutan orang dengan kereta api
kelas ekonomi.

Hasil perhitungan subsidi untuk KRL sebesar
Rp143,27 miliar. Jumlah trip dan frekuensi
diasumsikan sama dengan simulasi 1. Hasil
perhitungan subsidi KRL pada simulasi 2 jauh lebih
besar dibandingkan simulasi 1 yaitu sekitar Rp100
miliar. Namun, hampir sama dengan perhitungan
subsidi dibandingkan perhitungan Kemenhub.
Padahal, Kemenhub memperhitungkan subsidi
hanya untuk KRL ekonomi.

Besaran subsidi dalam simulasi 2 sama dengan
simulasi 1. Subsidi KA ekonomi jarak jauh sebesar
Rp122,86 miliar, KA ekonomi jarak sedang sebesar
Rp97,48 miliar, KA ekonomi jarak dekat sebesar
Rp146,67 miliar, KRD sebesar Rp18,06 miliar dan KA
lebaran sebesar Rp2,07 miliar. Hasil perhitungan
simulasi 2, terutama perhitungan dapat dilihat pada
lampiran 2 (tabel 1). Rekapitulasi hasil perhitungan
subsidi untuk masing-masing relasi simulasi 1,
simulasi 2 dan usulan Kemenhub dapat dilihat pada
tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. PSO KA Kelas Ekonomi 2013

No KA Relasi Sim1 Sim2 Kemenhub

1. | Ekonomi Jarak Jauh 122.865.983.215 | 122.865.983 215 | 266.162.251 297
2. | Ekonomi Jarak Sedang | 97.484.627.232 | 97.484.627232 | 124997482615
3. | Ekonomi Jarak Dekat | 146.672101.585 | 146672101 585 | 36910807 432
4. | KRD 18.062110.35 | 1806211035 | 35342665781
5. | KRL 42.177.898.977 | 143.276.040.000 | 141.371.582.109
6. | KA Lebaran 2067.101 850 | 2067.101 859

Total 429.329.823.222 | 530.427.964245 | B04784.789235

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Perhitungan subsidi yang dilakukan dalam
penelitian ini menggunakan dua simulasi. Simulasi
pertama adalah menggunakan parameter
komponen biaya yang dapat diperhitungkan dan
tidak dapat diperhitungkan, penetapan besaran TAC
yang menjadi kunci utama perhitungan biaya
operasi pada biaya langsung tetap dan kategori relasi
KA yang diberikan adalah KA/KRD/KRL kelas
ekonomi. Simulasi kedua menggunakan parameter
yang hampir sama dengan simulasi satu.
Perbedaannya adalah simulasi dua meniadakan
KRL kelas ekonomi dengan memberikan subsidi ke
KRL AC.
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Hasil perhitungan simulasi satu menunjukkan
bahwa total subsidi (PSO) KA 2013 sebesar Rp429,32
miliar, sedangkan simulasi dua sebesar Rp530,42
miliar. Angka ini berbeda jauh dengan yang
diusulkan oleh Kemenhub dalam R APBN 2013 yaitu
Rp804,78 miliar. Ada hal yang menarik saat artikel
ini ditulis, Badan Anggaran DPR dalam rapat
kesepakatan Pemerintah-DPR justru menurunkan
angka usulan Pemerintah menjadi Rp704,78 miliar.

B. Saran

Dukungan Pemerintah untuk memajukan angkutan
kereta api terutama KRL dan KRD jarak dekat sangat
dibutuhkan oleh masyarakat. Mengalihkan
pengguna kendaraan bermotor bukanlah pekerjaan
yang sulit. Keselamatan dan kenyamanan menjadi
faktor penting bagi pengguna kendaraan bermotor
untuk beralih ke moda angkutan kereta api. Semakin
banyak yang beralih ke angkutan kereta api, maka
manfaat yang diperoleh juga semakin banyak.

Faktor lain yang juga penting bagi penumpang KRL
adalah harga tiket yang murah. Oleh karena itu,
pemberian subsidi menjadi keharusan agar
masyarakat tetap menggunakan angkutan kereta
api. Agar tidak melanggar UU 23 tahun 2007, maka
KRL AC yang diberikan ekonomi ditambah
nomenklaturnya menjadi KRL AC Ekonomi.

Cara lain agar Pemerintah tidak menyalahi regulasi
adalah mengamandemen UU 23 tahun 2007 sesuai
dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat.
Pemberian subsidi tidak semata-mata untuk
membantu masyarakat tidak mampu, tetapi
mendorong pengguna kendaraan bermotor mau
beralih ke angkutan kereta api. Untuk itu,
penyediaan KRL yang ber-AC, ketepatan waktu,
stasiun yang modern dan steril, dan penggunaan
tiket elektronik merupakan kunci keberhasilan
angkutan kereta api. Namun, perlu diingat akan
dibutuhkan waktu yang panjang untuk
mengaamandemen UU 23 tahun 2007

Penetapan besaran TAC merupakan salah satu pokok
komponen biaya operasi. Tidak adanya kejelasan
Pemerintah untuk segera menetapkan besaran TAC
kemungkinan besar perhitungan besaran PSO
menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk
itu, penetapan tarif TAC untuk sementara waktu
dapat digunakan dengan menggunakan persentase
dari ukuran tertentu. Ukuran tersebut antara lain
sebesar 10 persen dari pendapatan usaha (angkutan
penumpang dan angkutan barang) PT KAL
Selanjutnya penetapan TAC yang lebih transparan
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dan akuntabel dapat diperbaharui dengan cara
setiap KA/KRD/KRL beroperasi dikenakan biaya
penggunaan prasarana perkeretaapian dengan ru-
piah per kilometer.

Penetapan besaran TAC baik secara persentase
maupun absolut akan menjadi penerimaan negara
bukan pajak (PNBP). Formula TAC dapat mengikuti
pola yang dilakukan oleh Inggris yaitu fixed charge
ditambah wvariable charge. Fixed charge dibebankan
sebesar 80 persen dari total biaya. Variable charge
merupakan akumulasi dari biaya penggunaan
prasarana, penggunaan traksi (listrik) dan kapasitas
prasarana sebesar 20 persen dari total biaya.
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Lampiran 1.
Tabel 1. PSO KA Jarak Jauh 2013
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Tabel 6. PSO KRL 2013
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5 | KRL |jakartaKp Bardan Tanshabag-Bekss 1 184 2,662.04 500 116204 78 !3'34;,33;.6_%_
6 | KRL Tan%i\%i-&i}_;né 14 18 7909 500 379.09 7 £91,642,322.0
7 | RRL [Tan B-EpOng T 104 87909 500 79.00 ?3 703,106,006.94
18 | KRL |Tanahabang-Mangarat 2 18 469,77 1,000 530.23) 74) [138,198,48850)
19| RRL JTandabag Mangami 154 46977 | 1,000 0.23) T (130,489,071.18)
20 | KRL |pkarskotsTangas 10) 2,035.68 000 | 1,035.68 74 1,349,699,415.87
21 |_KRL | bkartadote Tangaang |(Tl 203568 000 1,035.68 7 137207012442
72 | FRL | DepokAngke 1] 266204 : 16204 7D 51,437,61502
pE RRL | Bekasi-PerSena-Kp Bxdan 2 181 203568 1500 535,60 EE] 139,619,883.17
24| KRL_|RpBadan-nh Aba ast El 181 25837 1,500 108375 FE1] 282,468,313.26
25 | KRL lbkartskota Tnh Abang-Belas | 18 2,662.04 1500 | 116204 74 151,437,615.92
"ﬁrﬁ:ﬁék_—g_w gke 8 3,384.54 7000 | 738451 7D 310,753,720.34
27 | KRL IMangarai- Kp Bandan 17443 000 7443 7A 2273188938
28 | _RRL |BogaDepdk 2 72250 500 222.50 73| 57,992,208.84
29 | KRL JBogaDepds z 72250 500 222.50 72 117,306,811.34
JUMLAH 42,177,898 976.69
Lampiran Simulasi 2
PSO KRL AC 2013
TARIF YANG
NAMA FREKW ENS1 TARIF SELISIH JUMLAH
NO RELAS DITET APKAN PSO PER RELASI
KA PER TAHUN | KEEKONOMIAN | oo o | TARIE | PENUMPANG
1 KRL |hkata-Bogr 181 7,000.00 2000] 50000 720 30,625,200,000 00
2 | KRIL |Rkata-Bogr 184 7.000.00 Z,000] 500000 720 28,483,200,000 01 |
3 | RRL |MamggaaiBaior 81 5,000.00 Z000] 4,000 720 2,005,120,000 (1 |
4 RRL Marggarai 8 qor 184 B000.00 2,000 Z.000.00 720 5,299,200,00
5 | RRL |Bkata Depdk 3 gl Te1 500000 1500]  4,500.0 720 3,510,640,000 01 |
3 RRL | Rkarta-Depok 3 164 5,000,00 To0U) 450000 720 1.768,480,000
) RRL_|Bomr Tanahabag | ] 181 7.000.00 — 20000 50000 720 Z.606,300,000 00 |
] RRL_|Bogr-Tanahabang 5 5 164 7,000.00 Z000| _ 500.00 720 3,312,000,000 00 |
] RRL_ | Depok-Tanahabang z'}l T 184 5,000.00 SO0 4,500.00 720 6,160,00
10 | KRL Jhkartakia Psr senen-Bekas Z B 81 000,00 T.500]  4,.50.00 720 ,303,040,000 1 |
11 KRL_|BRatakita-Psar smen-Bekast 27 1] T84 500000 To00]  45m00 | 720 11,923,200,00
T2_| RRL_|Bekasi Manggirar] umdajakatakota 2 f | 181 5,00000 15008 15000 720 1,172,860,000 (0 |
13 RRL | Bakasi Manggitar]umdalakatalota 2 1 184 6,000, 1,500 4,500.00 720 596,160,000 0 |
14 KRL JMarpgaral . iE: | T 181 5,000.00 1,500] #500.00 720 6,440,00
15 | KRL |Rkarta-Kp, Bandan-Tanahabang-Belas 34 T 184 ,000.00 1500 45000 720 596,160,000 00 |
16 KR [Tanah AbangSepong 24 14 181 B.000.00 To00|  4.500.00 720 B.210,160,0000 |
17 RRL | Tanah Abang Serpong 74 2] 184 6,000.00 TS00] 450000 — 720 8,346,240,000 0 |
18| KARL |Taahabang Manggiral Z 181 500000 TO00] 500000 720 1,303,200,000 0 |
) KRL | Tanahabang Manggaral ) 184 &,000.00 T0000 500000 720 1.324,800,000 00 |
20 | RRL [Bkatakoa-Tmge ag 2 i) 181 ~ 6,000,00 TO001 5,000.00 720 516,000,000 0 |
21| RAL_|bkatakda Tagerang 2 164 5.000.00 T000] 500000 720 B.624,000,
22 KRL_JDepdcAngke 34 1 181 6,000.00 1,500 4,500.00 720 586,440,000 0 |
23 KRL | Bekasi PsrSenen¥pBandin % 2 181 5,000.00 1,5000 _ 450.00 720 1,172,880,
24 KRL_JKp Bandan-Tnih Abang Bekasi 3 2 181 5,000.00 1,500 4,500.00 720 1,172,880,
25 KRL | kartakda-Tnh Abang-Belasi 34 1 181 6,000.00 1,500 500.00 720 586,440,
26 | KRL JBogr-Angke 5{ 1 181 7,000.00 2,000] _5,00000 720 651,600,
27 | KRL IMarggarai - Kp_Bandan 15 1 181 5,000.00 10000500000 720 651,600,0
28 | KRL JBogr-Depok F%. I | 181 6,000.00 L500] 450000 720 1,172,380,000.00 |
29 | KRL |Bogor-Depok 2 4] 164 6,000.00 1500] 45000 720 2,384,640,000 (0
JUMLAH 143,276,040,0 00,00
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